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Mengingat ...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir Tahun 2021.

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) induk Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
dengan menggunakan bahan dari Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD);

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)serta Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
memuat evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
pembangunan daerah tahun berjalan dan capaian kinetja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan
sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR
NOMOR c?c. TAHUN2021

TENTANG
PERUBAHANRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH

KABUPATENOGANKOMERINGILIRTAHUN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BVPATIOGANKOMERINGILIR,

BUPATI OGAN KOMERING DIIR



9. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) darr/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dau/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);
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MEMUTUSKAN...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3
Tahun 2019 tentang Reneana Pembangunan Jangka
Menengab Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019 Nomor 3);

\.. 17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 25 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Tahun 2020 Nomor 25).

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tantang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020 Nomor 59);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Reneana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
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12. Prioritas ...

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat Perubahan RKPD,
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun betjalan sebagai perubahan dan perbaikan dokumen RKPD.

9. Rencana Kerja disingkat Renja adalah rencana kerja satuan ketja perangkat
daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tersusun dalam bentuk
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan
Komeringllir untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Umum APBD disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Perangkat Daerah disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir dan merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDAadalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
dan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komeringllir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komeringllir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan merupakan lembaga
perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

BAB [
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANRENCANAKERJA
PEMERINTAHDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR
TAHUN2021.

MEMUTUSKAN :
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BAB II ...

(3) Perubahan RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
h. target sasaran pembangunan daerah;
c. prioritas pembangunan daerah;
d. penambahan derr/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat

daerah; dan
e. target kinerja, pagu kegiatan serta lokasi.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPDberkenaan; dan/ atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2021
untuk periode 1 (satu) tahun beIjalan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Pasa12

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBDadalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome)suatu program.

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dati
pencapaian hasil (outcome)program Perangkat Daerah.

17. Kinerja adalah capaian keluaranrbasil/dampak dari kegiatan/program/
sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
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BAB IV ...

(2) lsi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(1) Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAS I PENDAHULUAN
BABII EVALUASIHASILTRIWULANII TAHUN2021
BASm KERANGKAEKONOMIDANKEUANGANDAERAH
BABIV SASARANDANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
BABV RENCANAKERJADANPENDANAANDAERAH
BABVI PENUTUP

BABUI
SISTEMATIKAPERUBAHANRKPD

Pasal5

BAPPEDA menelaah kesesuaian Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan Perubahan RKPD
Tahun 2021.

Pasa14

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
tujuan untuk:
a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. menjadi tolok ukur terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir,

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2021 ditetapkan
dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penyusunan:
a. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
b. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS, serta

Rancangan Perubahan APBDTahun 2021.

BAS II
MAKSUDDANTUJUAN

Pasa13
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TABUN 2021 NOMOR .. ~~

HUSIN

...

UPATENOGANKOMERINGJLIR,'

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal :2 I 0uU 2021

~-
BUPATIOGANKOMERINGILIR,

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal .ill 4uLJ 2021

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2021 mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
KomeringIlir.

BABIV
PENUTUP

Pasal6
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